SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan
Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan
Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
820);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI TENGAH TENTANG SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai

berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan;

2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
penerapan petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan

3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 6 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
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épm&UBag:p{&Tekms Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO

NAMA

JABATAN DALAM JABATAN DALAM
DINAS SATUAN TUGAS

(1)

(2)

(3) (4)

Risvirenol

Ketua KPU Provinsi

Sulawesi Tengah Pengarah

Christian Adiputra
Oruwo

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah

Nisbah

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah

Dirwansyah Putra

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah

Darmiati

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Penanggung Jawab
Tengah

Mohammad Taufiq

Sekretaris KPU
Provinsi Sulawesi Ketua
Tengah

Cherly Trisna Ilyas

Kepala Bagian
Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Sekretaris

Suhriati

Kepala Bagian
Perencanaan, Data, Anggota
dan Informasi

Pascal Zainuddin

Kepala Bagian
Keuangan, Umum, Anggota
dan Logistik
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Kepala Bagian
Partisipasi
10 | Rizal Jasman Hubungan Anggota
Masyarakat dan
SDM

. . Kepala Sub Bagian
11 | Lia Heryati Hukum Anggota

Kepala Sub Bagian
12 | Emilia Bausad Teknis Anggota

Penyelenggaraan
Pemilu
Kepala Sub Bagian
. Partisipasi dan
13 | Ajeng Rahayu Hubungan Anggota
Masyarakat

Kepala Sub Bagian

14 | Masna Lamba Sumber Daya Anggota
Manusia

. Kepala Sub Bagian
15 | Icuk Setiawan Data dan Informasi Anggota
16 | Merlina Bonde Kepala Sub Bagian Anggota

Perencanaan
17 | Suriyani M. Amrudin Kepala Sub Bagian Anggota
Keuangan

. . Kepala Sub Bagian
18 | Maryani Udin Umum dan Logistik Anggota
19 | Rahmawaty Muslimin Pelaksana Operator
20 | Faishal Zahy Ramadhani Pelaksana Operator
21 | Monalisa Oktavia Tandek Pelaksana Operator
22 | Abdul Fajar Akbar Staf PPPK Operator
23 | Andi Dede Rinaldy Staf PPPK Operator

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kéﬁgﬂ&”ﬂﬁg&}}%Tekms Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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